WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG

Menimbang

Mengingat

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerahh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota

Singkawang;
1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); - |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan = Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 -Tahun 2014 {entang



Mecnctapkan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang - Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan  dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);

Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota
Singkawang Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SINGKAWANG.

1.
2.

o

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Singkawang,

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan wrusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Singkawang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Singkawang.

Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai
unsur pelaksana urusan pemerintahan perhubungan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota -
Singkawang.
Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut
Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis
Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan
Kota Singkawang. -



8. Unit Pelaksana Teknis Dmas yang selanjumya disebut UPT
adalah unsur pe]aksana kegiatan tekmis opemsmnal
dan/ atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas
Perhubungan Kota Singkawang.

-9, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN

-~ adalah profesi bagi pcgawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan  perjanjian kerja yang bekexja pada
instansi pemerintah.

10. Jabatan Pimpinan Tingei adalah sckelompok jabatan tinggi
di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.

11, Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik

. serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, -

12. Jabatan fungsional adalah sekolompok jabatan yang berisi
fungm dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang  berdasarkan pada keahhan dan keterampilan

- tertentu.
BAB II

PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan - Peraturan Walikota ini, dibentuk UPT Pengujian
Kendaraan Bermotor Kelas A.

BABII
KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) UPT adalah unsur pelaksana keglatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

(2) UPT secbagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas .

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1} Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
a. Kepala UPT; '
b. Subbagian Tata Usaha; dan
¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi UPT scbagaimana tercantum dalam
- Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Baglan Kesatu
- Kepala UPT
- Pasal 5
UPT s¢bagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (1)
mempunyai . tugas melaksanakan kegiatan operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam bidang
perhubungan.

Pasal 6
Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
~ Pasal 5 UPT mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencans, program dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan UPT;
b. pengoordinasian pelaksanaan keglatan UPT dengan unit
kerja terkait;
c. penyelenggaraan wji syarat teknis dan laik jalan kendaraan
bermotor;
d. _pelayanan informasi mengenai persyaratan, tarif dan
mekanisme pelayanan uji kendaraan bermotor;
e. pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
f. pelaksanaan pengujian dan pengesahan hasil UJI w
~ kendaraan bermotor;
g. pelaksanaan kerjusama pelayanan pengujian kendataan
bermotor dengan instansi pemerintah dan non pcmcnntah
pelaksanaan administrasi UPT; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala. Dmas
terkait dengan tugas dan fungsinya.
| Pasal 7
Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {1)
huruf a mempunyai tugas memimpin,  membina,
mengoordinasikan, memiasilitasi, .  menyclonggarakan,
mengawasi dan mengendalikan kegiatan UPT berdasarkan
ketentuan yang berlaku.
Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 8
(1) Subbagian Tata Usaha scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah Kepala
UPI" . ) ’ o .
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian
Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
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|




Pasal 9
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) melaksanakan tugas dalam pelayanan administratif
UPT.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi : '

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha UPT;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pada Subbagian
Tata Usaha UPT; _

c. penyelenggaraan tugas dan pelayanan administratif
meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian,
pengclolaan aset, penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan, pengelolaan keuangan, rumah tangea,
kearsipan, tata persuratan, kehumasan, organisasi dan
tatalaksana dan wusan umum lainnya.

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
sesuai dengan tugaa dan fungsinya.

Bagian Kedelapan
 Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis tertentu pada UPT sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilannya.

Pasal 12

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil
dalam jenjang jabatan fungsional/tenaga fungsional
berdasarkan bidang keahlian, keterampilan, spesialisasi
tertentu yang dibutuhkan sesuai prosedur dan ketentuan
yvang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dikoordinir oleh secorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk, berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

{(3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota berdasarkan
kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB VI
TATA KERJA DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 13

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang

~ dipimpinnya.

(2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan
sistem pengendalian internal. '



(3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin,
mengkoordinasikan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di
bawahnya.

(5) Kepala UPT dapat menunjuk koordinator sesuai dengan
kebutuhan guna kelancaran tugas melalui  Surat
Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 14

(1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan
tepat waktu kepada Kepala Dinas.

{2) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan akuntabilitas
kinerja instansi kepada Kepala Dinas tepat waktu yang
disusun berdasarkan Kketentuan dan pedoman yang
berlalu.

(3} Setiap unsur Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib

' mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan
sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu—
waktu dan tepat waktu kepada atasan maging-masing
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. _ :

(4) Setiap Pimpinan unit kerja di lingkungan UPT wajib
memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari
bawahan dan menggunakannyas sebagai bahan evaluasi
dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan
kmja bagi bawahan. :

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
' BAB vill
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

{1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari
'PNS yang memenuhi persyaratan sesuai Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, pegawai pada jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas, dJabatan
Fungsional dan Jabatan Pelaksana harus memperhatikan




. syarat jabatan dan kompetensi Jabatan sesual peraturan

- perundang-undangan. _

{(4) Syarat jabatan untuk tiap Jabatan Pengawas, Jabatan

- Fungsional dan Jabatan Pelaksana ditetapkan dengan -

Peraturan Walikota yang dirumuskan oleh satuan kerja .
yang bertanggung jawab di bidang organisasi.

(5) Kepala Subbagian diutamakan dijabat oleh personil yang
memiliki latar belakang pendidikan di bidang administrasi
dan/atau memiliki- kemampuan, pengetahuan dan
pengalaman kerja di bidang administrasi. .

(6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam
suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tabun.

(7) Formasi Pegawai Negeri Sipil Dinas disusun berdasarkan
analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis
pekerjaan, prinsip pelaksanaan pckerjaan dem peralatan
yang tersedia.

{(8) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) setiap tahun
ditctapkan oleh Walikota. _

BAB IX
JABATAN
Pasal 17

(1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa atau
jabatan pengawas.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan
struktural eselon IVb atau jabatan pengawas. '

(3) Staf Pelaksana pelayanan publik serta admmxstras;
pemerintaban dan pembangunan merupakan Jabatan
Pelaksana.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

(1) Kepala UPT wajib memberikan dukungan dan kerjasama
yang baik dalam kegiatan pemantauvan dan evaluasi serta
memiasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang
dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggungjawab di
bidang organisasi.

(2) Evaluasi kinerja UPT dilakukan setiap tahun sekali di
bawah koordinasi Kepala Dinas yang secara teknis
operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung
jawab di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

(3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi Kepala UPT
menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing
-berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku. =

' {(4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan UPT, maka

unit kerja yang bertanggungjawab di bidang organisasi

berkewajiban melakukan evaluasi beban kerja setiap
pemegang jabatan melalui observasi (activity sampling)
secara periodik. '



BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, seluruh PNS
beserta’ pejabat yang memangku jabatan di lingkungan UPT
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 11
Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan
Bermotor Kota Singkawang tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan = diangkatnya pejabat baru
berdasarkan Peraturan Walikota ini. '
- BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20 '

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan
Walikota Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Singkawang (Berita
Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 11) dicabut dan'
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahumya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan pcnempatannya
dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
. pada tanggal 16 Maret 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
“TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 19 Maret 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd :
BUJANG SYUKRIE

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 14

f

. Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 15681016 199803 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
.- PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA

SINGKAWANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

KEPALA UPT
SUBBAGIAN TATA
USAHA
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dehgan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004



